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DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
BUPATI MUARA ENIM

bohwa dengon teloh difefapkannya  Perafuran  Daerah
Kabupoten Muara Enin Momor 21 Tohun 2002 tentang
Perubahan otas Peraturan Doerah Kabupaten Muara Enim
Momor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisosi dan
Tata kerjo Lembaga Teknis Daerah Kabupaten NMuara Enim,
maka dolam rangka kelancaran peloksoncon tugos Bodan
Kepegawaion Doerch perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok
dan Fungsi Badon Kepegawaion Daerah Kabupaten Muara Enim;

bahwa berdasarkan perfimbangan  sebagoimana  dimaksud
huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim fentang
Penjobaran Tugos Pokok dan Fungsi Bodan Kepegowaion
Daerah Kabupaten Muara Enim.

Undang-undang Republik Indonesia Momor 28 Tahun 1959
tentang Pembentukon Doeroh Tingkat || don Kotaproja di
sumatera Selatan [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Momor 73, Tombahan lembaran Megara Republik
Indonesio Momor 1821 )

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemernntahan Daerch | Lembaran Negara Repubiik
Indenesia Tohun 1999 Nomeor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Momor 3839 )

Undang-undang Republik Indonesia Momor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangaon kevangan antara Pemerintahan Pusat dan
Daerah  [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999
Nemaor 72, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indenesia
MNomor 38448) -

Undang-undang Republik Indonesioc Nomor & Tohun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian | Lembaran Megara Republik
Indonesia Tohun 1974 Nemeor 55, Tambohan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 3041 | sebagaimana teloh diubah
dengan Undang-undang Momor 43 Tahun 1999 [ Lembaran
Megara Republik indenesio Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Maegara Republik Indonesia Mormaor 3890 ) ;

5. Peraturan
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi
sebagai Doerah Ofonom | Lembaran Negara Republik Indonesia
Tohun 2000 Nomer 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952 § ;

6.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003
tenfang Pedoman Organisasi Perongkat Daerch | Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2003 MNomaor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bentuk Rancangon undong-undang, Rancangan  Peraturan
Pemerintah dan Rancangon Keputusan Presiden | Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 ]

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Momeor 16 Tahun 2000
fenfang  Kewenongan Pemerintah  Kabupaten Muara  Enim
(Lembaran Doerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Momor
26} ;

9. Peraturan Daoerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2002,
tentang Perubahon atas Peraturan Doerah Nemor 20 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi don Tata Kerja Lembago
Teknis Daerch Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN -

KEPUTUSAN BUPATI TENTAMG PENJABARAM TUGAS POKOK DAN
FUMGSI BADAN KEPEGAWALAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimoksud dengarn :

_U“-th-l’..dhl‘l_—'

e

Daeroh adolah Kabupaten Muara Enim

Pemerintah Deaerch adalah Pernenntoh Kabupaten Muara Enim

Bupati adalah Bupati Muara Enim

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim

Badan Kepegowaion Docroh adoleh  Bodan  Kepegowaion  Daerah
Kabupaten Muara Enim.

Kepala Badan adalah Badan Kepegowaian Daerah Kabupaten Muara Enim
Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipll yang
diberi fugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang Untuk meloksanakan kegiotan yong sesual dengan profesi
xedhliannye dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah.

b |
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BAB |
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

(1) Badan Kepegawaion Daerch adalah merupakon  unsur  penunjandg
Pemerintah Daerah dibidang Kepegawaian ;

(2] Badon Kepegowaian Daerch dipimpin oleh seorang kepala Badon yang
berada dibowaoh don bertanggung jowab kepoda Bupati Muara Enim
Sekretariol Doerah,

Pasal 3

Badan Kepegawaion Daerah mempunyal Tugas melaksanakan manajemen
Peaawai Megeri Sipil Daerah dan peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Peraturan
Daerah, Ketentuan Perundang-undangan dibidang kepegawoian sesudi
dengan kebijokan Kepala Daerah,

Pasal 4
Lntuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pazal 3, Bodon Kepegawaian
Daerah mempunyai fungsi :
a. Pelaksanan perumusan kebijakan teknis dibidang Kepegowaion ;

b. Peloksonoon  penyiopan penyusunan  Perundang-undongon  daerah
dibidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan presedur yang
ditetapkan cleh Pemerintah ;

c. Peloksancon  penyiopan  kebijoksanoon  teknis pengembangan
Kepegawaion Daerah :

d. Peloksanoan penyiapan  kegiatan  pengongkatan, pemindahan  dan
pemberhention Pegawai Negeri Sipil Doerah sesuai norma, standar dan
prosadur yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan ;

e. Pelaksanoan persiopon dan penetopon penslun Pegowai MNegeri Sipil
Casrah

f. Pelaksanaan penylapan penetopan gajl, tunjangan dan standar serfa
prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Kasejahteraan Pegawai Negeri
Sipil Daerah sesual dengan norma, berdasarkan kefentuan Perundang-
undangan ;

g Pelaksanokan pembelojoran dan  pelatihan  serfa  bimbingon  teknis
nendidikan don pelatihan ;

n. Evaluosi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaporan ;

i. Pelakasanaan fugas ain yang diberikan oleh atasan.

BAB W .........
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BABII
ORGANISASI
Baglan Pertama

Pasal 5

Badan Kepegawaian Daerah terdir dari -

~monoa

kepala ;

Sekrefariat ;

Bidang Mutasi Kepegawaian ;

Bidang Pengembangan, Pembinoan Kepegawaian :
Bidong Pendidikan dan Pelatihan ;

Kelompok Jabatan Fungsienal,

Bogion Kedua
SEKRETARIAT

Pasal &

Sekretariat Badan Kepegowoian Doerah mempunyai tugas meleksanakan
Penyusunan  program  don  perencanaan, Kepegawaion, Keuangan,
Perengkapan, Rumah Tangga, kehumasan, surat menyurat dan Pelaporan,

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Sekretariat Badan
Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi .

I,

Pelaksanaan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan sebagai
bohan pelaksanan tugas ;

Penyiapan bahan dan keordinast pelaksanoan penyusunan rencana dan
program kerjo ;

Pelaksanaoon pengeloloan administrasi kepegawaian ;

. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kevangan -

Pelaksanan urusan umum, rumah tangga, perfengkapan, surat menyurat
dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;

Peloksunoan tugas lain yong diberikon oleh alasan.

Pasaol 8

Bagian Tata Usaho terdin dar -

Q.
b.

.

suUb Baglan Perencanaan :
Sub Bagian Keuangan ;
5ub Bagian Umum.

Pasal 9
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Pasal 9

. Sub Bagion Perencanaon mempunyai  fugas  mengkoordinasikan

perencanaon  kegiaton Badaon Kepegowaion Doerah, perlengkapan,
pemeliharaan  barang,  pendistribusion  barang dan  pengeloloan
adminisirasi perlengkapan dan barang |

- Sub Bogion Kevengan mempunyal tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan  anggaran,  pengelugran,  pembukuan,  melakukan
perhitungan, verifikasi dan mengurus perbendaharaan sera administrasi
keuangan lainnya ;
Sub Bagian Umurm mempunyai tugos melaksanakan urusan administrasi
kepegawaian, surat menyurat, kearsipan don perjalanan dings.
Bagian Ketiga
BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Bidong Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bohan kebijokan mutasi pegawal yang meliputi administrasi kepangkatan,
kenaikan goji berkals, penempatan, pemindahan dan pemberhention Pensiun
Pegawai serta penyiopan bahan rapat Baperjokat

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Bidang Mutasi
Paegawal mempunyal fungsi

Q.

Menghimpun, mempelajar Pergturen Perundang-undanaan dan petunjuk
teknis serfa bohon-bahan lainnya yang berhubungon dengan narme,
standar dan prosesdur dibidang mutasi pegawai ;

Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan Kebijokon dibidang mutasi
pegawai ;

Pelaksonaan  penginventarisasian  permasalah-permasalah yang
oerhubungan dengan bidang mutasi pegowal dan penyiapan bahan
petunjuk pemecdhan masalah ;

Pelaksanaan penyiopon bahan-bahan untuk rapat Boperjakat ;
Felaksanan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Bidang Mutasi Kepegowaian terdin dan ;

a,
b,
o3

5ub Bidang Kepangkatan dan Gojl Berkala ;
Sub Bidang Penempatan dan Mutasi Jabatan ;
sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun,

Pasal 13
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Pasal 13

(1) Sub Bidang Kepangkaton don Goji Berkolo mempunyai  fugas
melaksanakan penyiapon administrasi penguruson kenaikan pangkat dan
pemberhention kenaikan gaji berkala -

2 Sub Bidong Penempatan dan Mutasi Jabatan  mempunyai  Tugas
menviapkan bahan, perimbangan don keputusan penempatan serta
mutasi jobatan ;

(3} Sub Bidang Pemberhenfion dan Pensiun mempunyai fugos penyiapan
bahan, pertimbangan dibidang pemberhention dan pensiun pegawai,

Bogion Keermpal
BIDANG PENGEMBANGAMN DAN PEMBINAAN PEGAWAI

Pasal 14

Bidang Pengembongan don Pembinoon Pegawal mmepunyal  tugas
merencanakan dan menyiapkan bahan kebutuhan dan informasi pegawai,
pambincan, disiplin pegawai. kesejohteraan, penghargaan dan kedudukan
hukum pegawai, serfa pengelolaan informasi kepegawaian melalui sistem
infarmasi menajemen kepagawdian | SIMPEG .

Pasal 15
Untuk  menyelenggarakan  fugas  tersebut pada  pasal 14,  Bidang
Pengembangan dan Pembinaan Pegoawal mempunyai fungsi |

a. Menghimpun, mempelajari Paraluran Perundang-undangan dan petunjuk
teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengembangan,
pembinaon, kedudukon  hukum  pegowal  serta sistern  informasi
manajemen kepegawaion [ SIMPEG ) ;

b. Peloksanaan inventarisasi permasalahan-permasalah yang berhubungan
dengan bidang fugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan

masalah -

¢ Peloksanan penyiopan bohan-bahan  dalom  bidong  pengembangan
pembinaan dan informasi kepegawaian ;

d. Pelaksanaon tugas fain yang diberkan oleh atason.
Pasal 16

Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai terdin dari

a.  Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai ;

b.  Sub Bidong Kesejahteraon dan Penghargaan ;

¢.  5ub Bidang Formasi dan Pengadaan ;

4. Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi Pegowai.

Pasal 17
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Pasal 17

(1) Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawaoi mempunyai tugas penyiopan
bahan permbinaan dan keduduken hukum pegewail dan disiplin pegawal ;

(2} Sub Bidang Kesejohteraon dan Perlengkapan mempunyai fugas penyiapan
bahan dan meloksanockan pembinoan dan peningkatan, kesejohteraon
pegawal ;

(3} Sub Bidang Formasi dan Pengadaan mempunyai tugas penyiapan bahan
perencancan dan mengelola kebutuhan formasi dan pengadaan pegawai;

(4} Sub Bidang Informasi don Dokumeniasi Pegowal mempunyai fugos
meloksanakan pengurpulan, penyusunan, pengelolaan, penyimpanan
don pemeliharaon dokumentasi kepegawaion serta penyiopen dala
kepegawaian melalui sistern kompuwlerisasi Sistemn informasi manajemen
kepegawaian | SIMPEG |.

Bagion Kelima
BIDANG PENDIDIKAMN DAM PELATIHAN
Pasal 18

Bldang Pendidikan dan Pelatihan mempunyal tugas penyiapan  bahan
kebijokan, perencanaan dan  pengelolean  kebutuhan  pendidikan  dan
pelatihan peaawal dalam rangka mermenuhi dan meningkatkan sumber daya
pegawal sesual dengan ketentuan Pergturan Perundang-undangan yang
berlako

Pasal 19

Untuk menyelenggarkan fugas fersebut pada pasal 18, Bidang Pendidikan dan
Pelatinan mempunyai fungsi :

a. Menghimpun, mempelajori Peraturan Perundang-undangan dan pefun|uk
teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengon noma,
standar dan prosedur pendidikan dan pelatihan ;

b. Pelaksanaan penyiapan bahon  penyusunan  kebijokan  dibidang
pendidikan dan pelatihan ;

¢. Peloksanocan inventarisasi  permaosalchan - permasalahan yang
berhubungan dengan bidang pendidikan dan pelatihan dan penyiapan
pefunjuk pemecahan masalah ;

d. Pelaksanaaon dan pengelolaan pendidikan dan pelatihan pegawai ;

e. Peloksanaon tugas loin yong diberikan oleh otasan,
Pasal 20

Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari -
0. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional ;

b. 5ub Bidang
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b. Sub Bidang Diklat Penjenjangon Struktural ;
c. Sub Bidang Peningkatan Sumber Doya Manusia,

Fasal 21

(1) 5ub Bidang Diklat Teknis Fungsional mempunyai fugas merencanakan
dan mengelola kebutuhan diklat teknis fungsional pegawai, menyiapkan
maleri, menginventarisasl dan memelihara data pegawal ;

(2] Sub Bidang Diklat Penjejangan Struktur mampunyal tugas merencanakan
dan mengelela kebutuhan diklat penjenjongon  struktural pegawai,
melaksanakan tes / seleksi diklal penjenjangan struktural, mengirim
peseria tes / seleksi diklat penjenjangan struktural ;

[3) Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya manusia mempunyai tugas
merencanakan dan mengelola kebutuhan pendidikan  formal untuk
meningkatkan sumber dayo pegowai,

Bagian Keenam
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 22

Kelompok Jobaton Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Bodan sesuai dengon bidong keahlion fenaga fungsional masing-

masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlakw,
Pasal 23

(1] Kelompek Jabatan Fungsional terdiri dan sejumlah tenaga fungsional yang

terbagi daolam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan  bidang

keahaliannya ;

(2) Masing-masing kelempok tenoga fungsional di pimpin oleh seocrang
fenaga senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan -

(3] Jumlah tenaga Fungsional tersebut pada ayat (1] ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja ;

(4) Jenis dan jenjang jobatan fungsional sebagoimana di maksud ayat {1
diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BABIV
PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yong belum diclur dalom Keputusan ini sepanjong  mengena
pelaksanaanya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati,

Pasal 25 ...
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Fasal 25
kKeputusan ini mulai berlaku pada tanggal divndangkan

Agar supaya  sefiop  orong  dopat  mengstahuingg,  memerintahkan
pengundangan Kepulusan ini dengon penempetanrya dalamn Lembaran
Daeroh Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan  di - Muara Enim
padatanggal 11 AsTsTTS 2003

BUPATI MJARA ENIM

.1‘-"\"'-\-\.
KALAMUDIN DJINAP

Ditetapkan i Muara Enim
pada fanggal 11 45U75™I5 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM

-

.-""- ‘r'_'_'_
MUHAMMAD AKIP YOENOES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2003 NOMGR /3 Seie/ 1)



